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1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKODADI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679), ,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717),

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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Veraturan Menterh Desa, Potbrigiting Daeribe Teet g
e Tranarmiginsl Noinor | Tabin 2015 teritarig Peedeannn
Kewennogn Devdasban Mk Aanl el e Kewr g

Lokl Hersbalino Desa (1eritn Megnrn  Repiiblibe Trdesieain
Tahian 2005 Nownor 158,

Peraturnn Mentori Dinlam Megerl Momor 82 Tt 216
tentang  Penpgangkatar dan Pembwihenting Kepmla [ ean
(Betitn Nogara Republile lndonesis ‘Tabain 2006 Moo 41,
Peratiiran Menteri Dalisin Negeri Momor 505 Tabian 2015
tentang  engangkatan dan Pemiberbienting Perargknt | sasn
(Herita Negara Republik tadoressin Tabicn 2016 Mestiin ¥,
Petaturan Menteri Dadar Negerl Moter 84 Tabion 20175
tentang  Susinan Organlensl dan Tata Kerja Vemerintab
et (Berith Negara Hepublik Todonesin Tatioan 2014
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten dotnbsng Moraor | Tabian 2016
tentiang  Kepala Desn, Perangkal  Desa  dan Organisas
Pemerintah Desa (Lembaran Daerabe Kabaigmten Joantmeg
Tahun 2016 Nomor 1/1),

Petaturan Daerah Kabupaten dombmrng Nomor 72 Takan 2016
tentang Badan Permusyawnratan Desa (Lewmbmrnrs Dnersh
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomar 2/1),

Peraturan Daerah Kabupaten dombang Momor 3 Takiin 2016
tentang  Penetapan  Desa  (Lembaran  Daerab Kabupsten
Jombang Tahun 2016 Nomor 5/1)),

Peraturan Bupati Jombang Nomar 57 Tahan 2016 tentany
Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Keria

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Takiun
2016 Nomor 57 | F)



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKODADI
dan
KEPALA DESA SUKODADI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan
Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan
Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-
batas vang jelas dan merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah BPD Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh

BAB I
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2
(1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Sekretaris Desa;
b. Pelaksana Teknis; dan

c. Pelaksana Kewilayahan.



(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum,;
b. Kepala Urusan Keuangan; dan
¢. Kepala Urusan Perencanaan.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b, terdiri dan:
a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
c. Kepala Seksi Pelayanan.

(3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

. Kepala Dusun Setri;

Kepala Dusun Bareng;

Kepala Dusun Klubuk Barat;

Kepala Dusun Klubuk Timur:

Kepala Dusun Kwacang:

Kepala Dusun Kluweh:

~0 a0 oTw

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 4

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

(2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat
Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat
Desa.

(3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal §

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemermtahan
Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana_ dimak_sud pada_
ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut :

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di 'des.a.
pembinaan  masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan Kketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan



(1)

(2

(1)

(2

wilavah.

b melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan
brdang pendwdikan, kesehatan,

¢.  pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan
hak  dan  Kewajiban  masvarakat, partisipas
masvarakat, sosial budaya masvarakat, keagamaan,
dan ketenagakeraan.

d.  pemberdavaan masvarakat, seperti tugas sosialisasi
dan motivasi masvarakat di  bidang budaya,
ekonomi, pohtik, lingkungan hidup, pemberdayaan
kKeluarga, pemuda, olahraga. dan karang taruna.

e. menjaga hubungan Kkemitraan dengan lembaga
masvarakat dan lemmbaga lainnya

Pasal 6

Sekretanis Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang admimstrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala
Urusan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana vang dimaksud

pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah., administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi.

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan
admuinistrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

¢. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya,

d. melaksanakan urusan perencanaan  seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7
Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugas di wilayahnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban,

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan dan

pengelolaan wilayah.

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di
wilayahnya.
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melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan  dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai
fungsi;

a.

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan  wilayah, serta pendataan dan
pengelolaan Profil Desa.

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarian nilai sosial budaya ~masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BABV
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
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LAMPIRAN: PERATURAN DESA SUKODALI
NOMOR :2 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Januari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUKODADI

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Pemerintahan Kesejahteraan Pelayanan
Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Urusan
Tata Usaha dan Keuangan Perencanaan
Umum
KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
SETRI BARENG KLUBUK BARAT KLUBUK TIMUR KWACANG KLUWEH




